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Abstract

This study examines the differences of tax compliance and its influent factors between tax consultant’s clients
and self-assessment tax payers. The population of this research was all corporate tax payers listed in Padang
Primary Tax Office. Sample was chosen by using purposive sampling method, Hair teory (2006:12) and
convenience sampling method, so the respondents were 374 tax payers which consisted of 219 tax consultants
clients and 155 self-assessment tax payers. Data was collected by using quisionaires. Data analysis technique
used was independent sample t-test. The result indicated that there was a significant difference about
complaince and its influent factors (tax knowledge, counseling perception, and quality service perception-except
tax audit perception) between tax consultants clients and self-assessment tax payers. There was no significant
difference about tax audit perception between tax consultant’s clients and self-assessment payers. This research
also found that tax consultant’s clients had higher point in all factors compared to self-assessment tax payers.
Based on the result, we concluded that some tax payers preferred using tax consultants because of psychologic
factors such of worry or fear. So, if tax authorities want to improve the tax compliance, they have to build a good
synergy with tax consultants.
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1. Pendahuluan tersebut tidak hanya pada jumlah

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib
Pajak (WP) terus menjadi sorotan,
terutama jika target penerimaan pajak tidak
tercapai. Padahal sebagai sebuah negara
yang sedang berkembang, Indonesia sangat
bergantung pada pajak sebagai sumber
penerimaan negara terbesar. Sementara itu
kantor pajak mengklaim bahwa mereka
sudah melakukan berbagai cara untuk
meningkatkan kepatuhan ini, mulai dari
mengadakan sosialisasi sampai dengan
melakukan pemeriksaan pajak.

Masalah kepatuhan pajak merupakan
masalah klasik yang dihadapi hampir
semua negara yang menerapkan sistem
perpajakan, termasuk di Kota Padang.
Dilihat dari skala nasional, kepatuhan WP
Badan hanya sebesar 32,72% (Muhammad,
2013) sementara tingkat kepatuhan WP
Badan di Kota Padang tahun 2011 hanya
20,49% (sumber : KPP Pratama Padang).

Harus  diakui  bahwa  sistem
perpajakan di Indonesia mempunyai
kompleksitas yang tinggi. Kompleksitas

peraturannya yang sangat banyak, tetapi
juga sering berubahnya peraturan tersebut
dari waktu ke waktu, serta minimnya
sosialisasi  dari  otoritas  perpajakan.
Kondisi tersebut menyebabkan tingkat
pemahaman para WP menjadi relatif
kurang memadai. (www.jakartacity.olx.
co.id, 2012).

Salah satu kemungkinan yang
dilakukan WP ketika mereka mengalami
kesulitan menjalankan kewajiban serta
proses pengurusan pajaknya adalah dengan
memberikan kuasa secara penuh kepada
seorang konsultan pajak untuk
menyelesaikan masalah perpajakannya.
Dengan cara ini WP dapat lebih
berkonsentrasi pada pekerjaan  atau
bisnisnya tanpa perlu terbebani dengan
urusan pajak (Richard, 2009:237)

Faktor-faktor yang mendorong WP
menggunakan jasa konsultan pajak mirip
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
kepatuhan pajak yaitu faktor pengetahuan
WP (Pamungkas, 2003 dalam Rika, 2007)
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serta faktor psikologi WP (Chaizi, 2004).
Faktor pengetahuan WP terdiri dari
pengetahuan atas hukum pajak materiil dan
hukum pajak formil. Sedangkan faktor
psikologi WP terdiri dari sosialisasi
perpajakan, pelayanan perpajakan, serta
pemeriksaan perpajakan.

Pemahaman WP atas ketentuan
maupun peraturan perpajakan yang berlaku
sangat diperlukan, agar WP lebih sadar
dalam memenuhi kewajibannya untuk
membayar pajak. Dalam praktiknya,
peraturan perpajakan cukup sulit untuk
dimengerti oleh WP, sehingga
menimbulkan keengganan pada WP untuk
melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Sering terjadi WP mengeluh sulit dalam
mengisi formulir SPT (Surat
Pemberitahuan) pajak. Selain itu, peraturan
perpajakan juga sering Kkali berubah
sehingga membingungkan WP. Kondisi
seperti ini akan berpengaruh pada
keinginan WP dalam memenuhi kewajiban
perpajakan. WP sering kali harus bersusah
payah bertanya kepada aparat pajak
bahkan ada yang menggunakan jasa
konsultan  pajak untuk  mengisinya,
sehingga harus keluar biaya dan memakan
banyak waktu (Candra, 2013).

Faktor lainnya yang mempengaruhi
kepatuhan adalah faktor psikologi yaitu
rasa takut/khawatir WP  menghadapi
petugas pajak. Kesan arogansi dan
kesewenangan petugas pajak dalam
melayani masyarakat maupun WP memang
masih terlihat (Fidel, 2010:22). Hal ini
menyebabkan WP enggan berurusan
dengan kantor pajak. Jika terpaksa harus
berurusan, WP lebih memilih memberikan
kuasa kepada orang lain seperti jasa
konsultan pajak. Walaupun WP tersebut
memiliki kesadaran, pengetahuan, dan
SDM perpajakan yang mumpuni, serta
dana yang cukup, opsi ini akan dipilih
mengingat dapat mengurangi
ketakutan/kekhawatiran WP dalam
menghadapi persoalan pajak yang mungkin
timbul dikemudian hari seperti
pemeriksaan,  penyidikan,  penagihan
dengan surat pajak, dan lain sebagainya.
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Chaizi (2004) mengungkapkan faktor
psikologi WP dipengaruhi oleh 3 hal yaitu
sosialisasi, pelayanan, dan pemeriksaan.
Kurang efektifnya sosialisasi  pajak,
kurangnya kualitas pelayanan, dan adanya
pemeriksaan pajak menimbulkan
kekhawatiran dalam diri WP sehingga
mendorong mereka menggunakan jasa
konsultan pajak.

Peranan konsultan pajak cukup
mampu berkontribusi terhadap
peningkatan kepatuhan WP. Namun tentu
saja hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut
melalui  penelitian. Hasil penelusuran
penulis  belum  ditemukan publikasi
penelitian tentang konsultan pajak di
Indonesia.  Penelitian  serupa  pernah
dilakukan oleh Devos (2012) yang meneliti
mengenai hubungan pengaruh konsultan
pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib
pajak di  Australia.  Penelitian ini
merupakan pengembangan dari penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Herlina
dan Charoline (2013), Syarfina (2013), dan
Mukhsin (2013) yang meneliti tentang
kepatuhan WP dan konsultan pajak di Kota
Padang.

Berdasarkan uraian di atas penulis
tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang
peranan konsultan pajak dalam
meningkatkan kepatuhan WP. Kajian ini
dilakukan dengan membandingkan tingkat
kepatuhan  dan  faktor-faktor  yang
mempengaruhi  kepatuhan antara WP
Badan yang menjadi klien konsultan pajak
dan WP Badan yang mengurus sendiri
pajaknya. Penelitian ini diberi judul
“Apakah Terdapat Perbedaan Tingkat
Kepatuhan antara Klien Konsultan
Pajak dan Bukan Klien?”

2. Telaah Literatur Dan Perumusan
Hipotesis
2.1 Kepatuhan WP
Kepatuhan perpajakan adalah suatu
keadaan dimana WP patuh dan mempunyai
kesadaran dalam memenuhi kewajiban
perpajakan. Devano (2006) dalam Ni Luh
(2006) mengemukakan kepatuhan dan
kesadaran pemenuhan kewajiban



perpajakan tercermin dalam situasi (1) WP
berusaha memahami semua ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan,
(2) WP mengisi formulir pajak dengan
lengkap dan jelas, (3) WP menghitung
jumlah pajak yang terutang dengan benar,
dan(4) WP membayar pajak yang terutang
tepat pada waktunya
Berdasarkan  Peraturan  Menteri
Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, yang
dimaksud dengan WP Patuh adalah WP
yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Tepat waktu dalam penyampaian Surat
Pemberitahuan, meliputi:
a) Menyampaikan SPT Tahunan tepat
waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
b) Penyampaian SPT Masa Yyang
terlambat dalam tahun terakhir untuk
Masa Pajak Januari sampai
November tidak lebih dari 3 (tiga)
Masa Pajak untuk setiap jenis
pajak dan tidak berturut-turut; dan
c) SPT Masa  yang  terlambat
sebagaimana dimaksud pada huruf b
telah disampaikan tidak lewat dari
batas waktu penyampaian SPT Masa
untuk Masa Pajak berikutnya.
2)Tidak mempunyai tunggakan pajak
untuk semua jenis pajak, kecuali
tunggakan pajak yang
telah memperoleh izin mengangsur atau
menunda pembayaran pajak,

3)Laporan  Keuangan diaudit oleh
Akuntan  Publik  atau  lembaga
pengawasan  keuangan  pemerintah

dengan pendapat Wajar Tanpa

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun

berturut-turut dengan ketentuan:

a) Laporan Keuangan yang diaudit
harus disusun dalam bentuk panjang
(long form report) dan menyajikan
rekonsiliasi laba rugi komersial dan
fiskal bagi WP vyang wajib
menyampaikan SPT Tahunan; dan

b) Pendapat Akuntan atas Laporan
Keuangan yang diaudit
ditandatangani oleh Akuntan Publik
yang tidak sedang dalam pembinaan
lembaga pemerintah pengawas
Akuntan Publik.
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4)Tidak  pernah  dipidana  karena
melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terakhir.

Kepatuhan WP sebagai landasan
self-assessment dapat dicapai apabila
elemen-elemen kunci telah diterapkan
secara efektif. Menurut Ismawan (dalam
Ni Luh 2006: 5), elemen-elemen kunci
tersebut adalah:

1) Program pelayanan yang baik kepada
WP,

2) Prosedur  yang  sederhana  dan
memudahkan WP,

3) Program pemantauan kepatuhan dan
verifikasi yang efektif,

4) Pemantapan law enforcement secara
tegas dan adil.

Ada dua macam kepatuhan menurut
Nurmantu (dalam Abdul, 2009) yaitu:

1) Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan
di mana WP memenuhi kewajiban secara
formal sesuai dengan ketentuan dalam
undang-undang perpajakan. Misalnya
ketentuan batas waktu penyampaian SPT
PPh Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila
WP telah melaporkan SPT PPh Tahunan
sebelum atau pada tanggal 31 Maret
maka WP telah memenuhi kepatuhan
formal, akan tetapi isinya belum tentu
memenuhi kepatuhan material.
Kepatuhan formal memuat bentuk/tata
cara untuk mewujudkan hukum material
menjadi kenyataan (cara melaksanakan
hukum pajak material). Hukum ini
memuat antara lain:

a. Tata Cara Penyelenggaraan
(prosedur) penetapan suatu utang
pajak

b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan
pengawasan terhadap WP mengenai
keadaan, perbuatan dan peristiwa
yang menimbulkan utang pajak.

c. Kewajiban WP misalnya
menyelenggarakan pembukuan/
pencatatan, dan hak-hak WP



misalnya mengajukan keberatan
dan banding.

2) Kepatuhan material, adalah suatu
keadaan di mana WP memenuhi semua
ketentuan material perpajakan, yakni
sesuai dengan isi dan jiwa Undang-
Undang perpajakan. Kepatuhan material
dapat juga meliputi kepatuhan formal.
Kepatuhan pajak material memuat
norma-norma yang menerangkan antara
lain keadaan, perbuatan, peristiwa
hukum yang dikenai pajak (objek
pajak), siapa yang dikenakan pajak
(sumber), berapa besar pajak yang
dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang
timbul dan hapusnya utang pajak, dan
hubungan hukum antara pemerintah dan
WP. Contoh: Undang-Undang Pajak
Penghasilan. WP yang memenuhi
kepatuhan material adalah WP yang
mengisi dengan jujur, lengkap, dan
benar Surat Pemberitahuan sesuai
ketentuan dan menyampaikannya ke
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum
batas waktu berakhir.

2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Kepatuhan WP
Faktor yang mendorong kepatuhan
WP terdiri dari faktor

pengetahuan/pemahaman WP (Pamungkas
dalam Rika, 2007) dan faktor psikologi
WP (Chaizi dalam Abdul 2009:35). Faktor
pengetahuan WP terdiri dari pengetahuan
atas hukum pajak materiil dan hukum
pajak formil, sedangkan faktor psikologi
WP  dipengaruhi  oleh  sosialisasi
(penyuluhan)  perpajakan,  pelayanan
perpajakan, dan pemeriksaan perpajakan.

2.3 Pengetahuan WP

Pengetahuan WP berhubungan erat
dengan kepatuhan pajak. Pengetahuan
perpajakan merupakan pemahaman WP
mengenai hukum, undang-undang, tata
cara perpajakan yang benar. Menurut
Nurmantu (dalam Lidya, 2010) semakin
tinggi tingkat pendidikan WP maka
semakin mudah bagi mereka untuk
memahami peraturan perpajakan, termasuk
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memahami sanksi administrasi dan sanksi
pidana perpajakan.

Namun rumitnya peraturan
perpajakan mengakibatkan tidak semua
WP yang berpendidikan tinggi memahami
dan mengetahui peraturan perpajakan,
sehingga tingkat  pengetahuan  dan
pemahaman mengenai hukum dan tatacara
perpajakan menjadi rendah (Eriksen dan
Fallan, 1996). Siti (2011) mengungkapkan
hukum pajak terdiri dari :

1. Hukum pajak materiil

Hukum pajak materiil merupakan
norma-norma yang menjelaskan keadaan,
perbuatan, dan peristiwa hukum yang
harus dikenakan pajak, siapa yang harus
dikenakan pajak, dan berapa besar
pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak
materiil mengatur tentang timbulnya,
besarnya, dan hapusnya utang pajak
beserta ~ hubungan hukum antara
pemerintah dan WP. Termasuk dalam
hukum pajak materiil adalah peraturan
yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau
hukuman, dan cara-cara pembebasan dan
pengembalian pajak, serta ketentuan yang
memberi hak tagihan utama kepada fiskus.

2. Hukum pajak formil

Hukum pajak formil merupakan
peraturan-peraturan  mengenai  berbagai
cara untuk mewujudkan hukum materiil
menjadi kenyataan. Bagian hukum ini
memuat cara-cara penyelenggaraan
mengenai penetapan suatu utang pajak,
kontrol  oleh  pemerintah  terhadap
penyelenggaranya, kewajiban para WP
(sebelum dan sesudah menerima Surat
Ketetapan Pajak), kewajiban pihak ketiga,
dan prosedur dalam pemungutannya.
Hukum pajak formil dimaksudkan untuk
melindungi fiskus dan WP serta memberi
jaminan bahwa hukum materiilnya dapat
diselenggarakan setepat mungkin.

Hubungan hukum antara fiskus dan
WP  tidaklah selalu sama karena
kompetensi aparatur fiskus yang terkadang
ditambah atau dikurangi. Sebagai contoh,
mula-mula tidak terdapat peraturan yang
melindungi WP, melainkan yang bersifat



melawannya. Akan tetapi, lama-kelamaan
ada perbaikan dalam hal terdapatnya hak-
hak WP untuk melindungi diri dari
tindakan sewenang-wenang pihak fiskus.

2.4 Penyuluhan Perpajakan

Penyuluhan (counseling)
didefinisikan sebagai proses menolong
orang supaya dapat mengatasi persoalan-
persoalannya dan menambah penyesuaian
dirinya melalui wawancara (interview)
serta sifat-sifat hubungan yang lain antara
orang dengan orang, misalnya dengan
membuat orang yang ditolong tadi dapat
merasa bebas dan senang (on his ease).
Dengan adanya penyuluhan, yang
diharapkan dapat terjadi adalah perubahan
dari diri manusia dari segi pengetahuan,
keterampilan, dan sikapnya. Sasaran dari
penyuluhan adalah penyebaran informasi
yang bermanfaat dan praktis bagi
masyarakat tertentu (Vivien, 2005).

Berdasarkan cara penyampaiannya,
metode penyuluhan perpajakan dibagi atas
(Vivien, 2005: 24) :
1. Metode langsung

Penyuluhan perpajakan dilakukan
dengan berhadapan (tatap muka) maupun
tanpa tatap muka dimana antara penyuluh
dan yang disuluh terjadi suatu komunikasi
interaktif pada waktu yang bersamaan.
Bentuk penyuluhan perpajakan secara
langsung ini misalnya penyuluhan dalam
bentuk  ceramah, diskusi,  seminar,
wawancara, tanya jawab, ataupun siaran
interaktif di media elektronik.

2. Metode tidak langsung

Penyuluhan perpajakan dilaksanakan
dengan menggunakan media, karena antara
penyuluh dan yang disuluh tidak terjadi
komunikasi interaktif. Bentuk penyuluhan
perpajakan secara tidak langsung ini
misalnya melalui media cetak seperti buku
petunjuk pengisian SPT atau media
internet.

Penyuluhan merupakan salah satu
bentuk sosialisasi. Jika sosialisasi bisa
berjalan secara efektif maka WP
mempunyai pemahaman tentang aturan
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perpajakan dan tidak perlu bingung lagi
dalam melakukan kewajiban
perpajakannya. Kenyataannya, sosialisasi
yang ada sekarang dirasa kurang efektif
karena tidak bisa menjangkau semua WP
yang ada, ditambah pula dengan
keengganan WP untuk mau datang
memenuhi undangan sosialisasi. Buku
petunjuk juga tidak dapat memberikan
jawaban yang jelas tentang permasalahan
pajak yang dihadapi WP. Keadaan ini
membuat WP  mencari pihak lain
(konsultan pajak) untuk membantu mereka
menyelesaikan permasalahan pajaknya.

2.5 Pelayanan Perpajakan

Pelayanan adalah suatu proses
bantuan kepada orang lain dengan cara-
cara tertentu yang memerlukan kepekaan
dan hubungan interpersonal agar tercipta
kepuasan dan keberhasilan (Boediono
dalam Ni Luh, 2006: 8). Hakikat pelayanan
umum adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan mutu dan produktivitas
pelaksanaan  tugas dan  instansi
pemerintah di bidang pelayanan umum,

2) Mendorong upaya  mengefektifkan
sistem dan tata laksana pelayanan
sehingga pelayanan umum dapat
diselenggarakan secara lebih berdaya
guna dan berhasil guna (efisien dan
efektif),

3) Mendorong  tumbuhnya kreativitas,
prakarsa, dan peran serta masyarakat
dalam pembangunan serta untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
luas.

Menurut Ni Luh (2006: 11-12)
rangkaian kegiatan terpadu yang dilakukan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan
antara lain:

1) Pelayanan umum yang sederhana.
Pelayanan tersebut pelaksanaannya
tidak menyulitkan, prosedurnya tidak
rumit, persyaratan mudah dipenuhi
pelanggan, tidak bertele-tele, tidak
mencari kesempatan dalam kesempitan.

2) Pelayanan umum yang terbuka
Aparatur yang bertugas melayani
pelanggan harus memberikan



penjelasan sejujur-jujurnya, apa adanya
dalam peraturan atau norma, tidak
menakut-nakuti, tidak merasa berjasa
dalam memberikan pelayanan. Standar
pelayanan harus diumumkan, ditempel
pada pintu utama kantor.

3) Pelayanan umum yang lancar. Untuk
menjadi lancar diperlukan sarana yang
menunjang kecepatan dalam
menghasilkan output.

4) Pelayanan umum yang dapat
menyajikan secara tepat. Yang
dimaksud tepat di sini adalah tepat arah,
tepat sasaran, tepat waktu, tepat
jawaban, dan tepat dalam memenuhi
janji.

5)Pelayanan umum yang lengkap.
Lengkap berarti tersedia apa Yyang
diperlukan oleh pelanggan. Untuk dapat
menjamin pelayanan berkualitas harus
didukung sumber daya manusia dan
sarana yang tersedia.

6)Pelayanan umum yang wajar.
Pelayanan umum yang wajar berarti
tidak ditambah-tambah menjadi
pelayanan yang bergaya mewah, tidak
dibuat-buat, pelayanan biasa seperlunya
sehingga tidak memberatkan pelanggan.

7) Pelayanan umum yang
terjangkau. Dalam memberikan
pelayanan, uang retribusi dari pelayanan
yang diberikan harus dapat dijangkau
oleh pelanggan.

Salah satu upaya dalam
meningkatkan  kepatuhan WP adalah
memberikan pelayanan yang baik kepada
WP. Peningkatan kualitas dan kuantitas
pelayanan diharapkan dapat meningkatkan
kepuasan WP sebagai pelanggan sehingga
meningkatkan kepatuhan dalam bidang
perpajakan.  Paradigma  baru  yang
menempatkan aparat pemerintah sebagai
abdi negara dan masyarakat (WP) harus
diutamakan agar dapat meningkatkan
kinerja pelayanan publik.

Pelayanan merupakan fungsi pertama
dari Ditjen Pajak. Pelayanan pajak terbagi
tiga yaitu pelayanan NPWP, pelayanan
keberatan WP, dan pelayanan restitusi
(Hamdan, 2002 : 36). Pelayanan akan
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mempengaruhi kepuasan WP. Semakin
bagus kualitas pelayanan yang diberikan
kantor/ petugas pajak, maka WP akan
merasa puas/senang. Jika WP merasa puas
dan nyaman, maka ia tidak enggan datang
ke kantor pajak. Sebaliknya, jika WP
merasa tidak nyaman dengan pelayanan
petugas pajak, maka ia lebih memilih
menghindari berurusan langsung dengan
kantor/petugas pajak dan lebih memilih
memberikan kuasa kepada orang lain
untuk mengurus semua masalah yang
berkaitan dengan perpajakan.

Menurut Valerie (dalam Rika 2007),
ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi
kualitas pelayanan yaitu :

1) Wujud  fisik  (Tangible), vaitu
penampilan kualitas dan alat-alat yang
digunakan secara fisik, penampilan
karyawan, dan peralatan komunikasi.

2) Keandalan (Realibility), yaitu
kemampuan memberikan pelayanan
yang dijanjikan dengan segera, akurat,
dan memuaskan.

3) Daya tanggap (Responsiveness), yaitu
keinginan para staf dan karyawan untuk
membantu para pelanggan, memberikan
pelayanan dengan tanggap, dan mampu
mengatasi  keluhan para pelanggan
dengan cepat.

4) Jaminan (Assurance), Vyaitu tingkat

pengetahuan dan tingkat
kesopansantunan yang dimiliki
karyawan,  disamping  kemampuan

mereka untuk memberikan kepercayaan

kepada pelanggan, dimana dimensi

assurance merupakan penggabungan
dari dimensi :

a) Kemampuan (Competence), artinya
kemampuan dan keterampilan yang
dimiliki olenh para staf dalam
melakukan pelayanan.

b) Kesopanan  (Courtesy),  artinya
kesopanan yang meliputi keramahan,
pelatihan, dan sikap para karyawan.

c) Kepercayaan (Credibility), artinya
kredibilitas atas kepercayaan yang
meliputi hal-hal yang berhubungan
dengan kepercayaan kepada



perusahaan, seperti reputasi, prestasi,
dan sebagainya.

5) Empati (Emphaty). Adanya perhatian
khusus yang diberikan kepada setiap
pelanggan secara individu. Sedangkan
empati merupakan penggabungan dari
dimensi :

a) Kemudahan  (Access),  meliputi
kemudahan untuk memanfaatkan
pelayanan yang ditawarkan
perusahaan.

b) Komunikasi (Communication),
artinya  kemampuan  melakukan
komunikasi untuk menyampaikan
informasi kepada pelanggan.
Pengertian  terhadap  konsumen

(Understanding the Customer), artinya
memahami pelanggan yang meliputi
upaya perusahaan untuk mengetahui dan
memahami kebutuhan dan keinginan
pelanggan. Dengan mengetahui keluhan
atau  pelanggan maupun publik,
perusahaan dapat mengetahui kebutuhan
konsumen sehingga perusahaan dapat
menyajikan pelayanan yang lebih baik.

2.6 Pemeriksaan Pajak

Pentingnya pemeriksaan pajak terkait
dengan perubahan sistem pemungutan
pajak sejak reformasi perpajakan tahun
1983, dari official assessment system
dimana pemerintah (fiskus) berperan aktif
dalam pendaftaran, pemungutaan, dan
pelaporan pajak, menjadi self-assessment
system dimana WP vyang diberi
kepercayaan untuk  berperan  aktif
melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Sarana  untuk  melaporkan  jumlah
penghasilan kena pajak dan jumlah pajak
terutang adalah Surat Pemberitahuan
Pajak (SPT). Dengan kata lain SPT juga
merupakan alat pertanggungjawaban WP
terhadap pelaksanaan kewajiban
perpajakan  sesuai dengan peraturan
perpajakan (Herlina, 2011).

Jumlah pajak yang dilaporkan dalam
SPT menjadi obyek pemeriksaan.
Pemeriksaan dilakukan atas SPT untuk
memastikan ~ bahwa  jumlah  pajak
dilaporkan sesuai dengan yang seharusnya
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dibayarkan dan dilaporkan. Sehingga
dapat  dirumuskan  bahwa  tujuan
dilakukannya pemeriksaan pajak adalah
sebagai pengawasan oleh DJP terhadap
WP dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan (Hardi, 2003). Pemeriksaan
pajak merupakan suatu alat yang ampuh
untuk memaksa WP taat dengan
kewajiban perpajakannya (Frey, 2003).
Sering terjadi dalam pemeriksaan,
WP disalahkan dan dikenai sanksi karena
kesalahpahaman tentang aturan yang
membuat perbedaan pendapat antara WP
dan fiskus. Hal ini menimbulkan kesan
yang negatif terhadap pemeriksaan.
Ketakutan akan diperiksa dan dikenai
sanksi ini membuat WP lebih cendrung
menghindar dari urusan perpajakan dan
mengurangi tingkat kepatuhan WP.
Menurut Tulus (2010) ada 5 (lima)
unsur pemeriksaan yaitu :
a. Efektivitas dalam Pemeriksaan
Pemeriksaan  merupakan  proses
mengumpulkan dan mengevaluasi bahan
bukti, sehingga dapat mendeteksi adanya
suatu pelanggaran yang dilakukan oleh
WP baik secara sengaja maupun tidak.
Informasi yang dikumpulkan berupa
informasi yang dapat diukur, seperti
laporan keuangan atau informasi yang
bersifat subjektif. Kriteria mengevaluasi
informasi tergantung dari jenis informasi
yang akan diaudit, misalnya untuk
laporan keuangan maka kriterianya
adalah Standar Akuntansi Keuangan
(SAK).

b. Prosedur Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan rangkaian
langkah atau prosedur yang logis,
berkerangka, dan terorganisir.
Pemeriksaan harus dilaksanakan dengan
suatu langkah yang direncanakan dengan
baik dan dengan tujuan yang jelas.

c. Objektivitas dalam Pemeriksaan
Pemeriksa harus kompeten dan
independen. Kompeten artinya
mempunyai kemampuan yang memadai
agar bisa memahami kriteria yang



digunakan dalam mengumpulkan dan
mengevaluasi bukti untuk memperoleh
kesimpulan yang tepat. Independen
artinya dalam pemeriksaan, pemeriksa
harus dapat bersikap objektif dalam
menjalankan  tugasnya, tidak boleh
dipengaruhi oleh siapapun dan harus
bebas dari bias prasangka, sehingga
hasilnya juga akan objektif. Hasil audit
dalam bentuk laporan audit
menginformasikan kepada para pemakai
mengenai pendapat auditor atas tingkat
kesesuaian antara informasi dan kriteria
yang telah ditetapkan.

d. Tindak Lanjut dalam Pemeriksaan
Proses pemeriksaan harus diiringi
pemberian kepastian hukum yang jelas,
sehingga atas kesimpulan atau pernyataan
mengenai  kegiatan ekonomi  dapat
digunakan oleh WP atau pihak lain yang
berkepentingan. Yang dimaksud
pernyataan mengenai  kegiatan  dan
kejadian ekonomi adalah hasil proses
akuntansi yaitu laporan keuangan.

e. Edukasi dalam Pemeriksaan

Pemeriksaan  harus  mengandung
aspek pendidikan agar WP tidak
melakukan kesalahan lagi di kemudian hari
karena kurangnya pemahaman tentang
ketentuan perpajakan. Pemeriksaan harus
dapat menetapkan kriteria karena tujuan
audit adalah memeriksa derajat kesesuaian
antara informasi dan kriteria. Kriteria
tersebut dapat berupa (1) peraturan yang
ditetapkan oleh badan legislatif, (2)
anggaran atau ukuran prestasi lain yang
ditetapkan oleh manajemen, (3) standar
Akuntansi Keuangan (SAK)

2.7 Penelitian Terdahulu

Seperti yang telah diungkapkan di
bagian pendahuluan, belum ada penelitian
di Indonesia yang mengkaji tentang
kepatuhan WP yang menjadi Klien
konsultan pajak. Kebanyakan penelitian
terdahulu  mengkaji  tentang  tingkat
kepatuhan sebagai dependen variabel dan
faktor-faktor yang  mempengaruhinya
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sebagai independen variable. Ada juga
penelitian  terdahulu  yang mengkaji

pengaruh  konsultan  pajak terhadap
kepatuhan WP.
Penelitian ini merupakan

pengembangan dari penelitian Herlina dan
Charoline (2013), Syarfina (2013), dan
Muchsin (2013). Herlina dan Charoline
(2013) meneliti tentang faktor-faktor apa
saja yang menentukan WP Badan di Kota
Padang menggunakan jasa konsultan
pajak. Hasil penelitian mereka
menunjukkan bahwa ada 6 (enam) faktor
yang mempengaruhi keputusan tersebut
yaitu Kepercayaan, Pelayanan Perpajakan,
Penyuluhan  Perpajakan, Pengetahuan
Formil WP, Pengetahuan Umum WP, dan
Pengetahuan Materiil WP.

Syarfina (2013) meneliti tentang
perbedaan kepatuhan antara WP Badan
yang menggunakan jasa konsultan pajak
dan yang mengurus sendiri. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan antara
kedua kelompok WP tersebut. Muchsin
(2013) meneliti tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat kepatuhan WP
Badan di Kota Padang. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa pengetahuan,
penyuluhan, kualitas pelayanan, dan
pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan
positif terhadap kepatuhan WP Badan di
Kota Padang.

2.8 Kerangka Konseptual

Walaupun ada pendapat yang
menyatakan bahwa penggunaan jasa
konsultan pajak melanggar pelaksanaan
sistem self-assessment, namun semakin
menjamurnya kantor konsultan pajak di
Indonesia saat ini menunjukkan bahwa WP
cenderung lebih memilih menggunakan
konsultan pajak karena dirasa lebih
memberikan keuntungan, memberikan rasa
aman, dan mengurangi kekhawatiran WP.
Fenomena ini mendorong peneliti untuk
mencari tahu lebih dalam mengenai
peranan konsultan pajak untuk
meningkatkan tingkat kepatuhan WP



sehingga target penerimaan pajak bisa
tercapai.

Sebagian besar WP memperoleh
pengetahuan pajak dari petugas pajak,
selain itu juga ada yang diperoleh dari
radio, televisi, majalah pajak, surat kabar,
internet, buku perpajakan, konsultan pajak,
seminar pajak, serta pelatihan pajak.
Namun, frekuensi pelaksanan kegiatan
tersebut tidak sering dilakukan. Bahkan,
pengetahuan tentang pajak belum secara
komprehensif menyentuh dunia
pendidikan. Oleh karena itu, pada tataran
pendidikan mulai pendidikan dasar sampai
pendidikan tinggi masih belum
tersosialisasi pajak secara menyeluruh,
kecuali mereka yang menempuh jurusan
perpajakan. Kurangnya sosialisasi
mungkin berdampak pada rendahnya
kesadaran masyarakat yang pada akhirnya
mungkin menyebabkan rendahnya tingkat
kepatuhan WP.

Penyuluhan merupakan salah satu
bentuk sosialisasi. Jika sosialisasi bisa
berjalan secara efektif maka Wajib Pajak
mempunyai pemahaman tentang aturan
perpajakan dan tidak perlu bingung lagi
dalam melakukan kewajiban
perpajakannya. Kenyataannya, sosialisasi
yang ada sekarang dirasa kurang efektif
karena tidak bisa menjangkau semua WP
yang ada, ditambah pula dengan
keengganan WP untuk datang memenubhi
undangan sosialisasi. Buku petunjuk juga
tidak dapat memberikan jawaban yang
jelas tentang permasalahan pajak yang
dihadapi WP. Keadaan ini membuat WP
mencari pihak yang dapat membantunya
menyelesaikan permasalahan yang ada,
yaitu konsultan pajak.

Pelayanan merupakan fungsi pertama
dari Ditjen Pajak. Pelayanan pajak terbagi
tiga yaitu pelayanan NPWP, pelayanan
keberatan Wajib Pajak, dan pelayanan
restitusi (Hamdan, 2002: 36). Pelayanan
akan mempengaruhi  kepuasan = WP.
Semakin bagus kualitas pelayanan yang
diberikan kantor/ petugas pajak, maka WP
akan merasa puas/senang. Jika WP merasa
puas dan nyaman, maka ia tidak enggan
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datang ke kantor pajak. Sebaliknya, jika
WP merasa tidak nyaman dengan
pelayanan petugas pajak, maka ia lebih
memilih menghindari berurusan langsung
dengan kantor/petugas pajak dan lebih
memilih  memberikan  kuasa kepada
seorang konsultan pajak untuk mengurus
semua masalah yang berkaitan dengan
perpajakan.

Bagi  pemerintah, sistem  self-
assessment ini  lebih  menguntungkan
karena biaya pemungutannya relatif lebih
kecil dibandingkan dengan sistem official
assessment. Namun bagi WP, sistem self-
assessment lebih memberatkan karena WP
harus mengetahui tata cara perhitungan
pajak dan  segala  sesuatu  yang
berhubungan dengan pelunasan pajaknya.
Sering terjadi dalam pemeriksaan, WP
disalahkan dan dikenai sanksi karena
kesalahpahaman tentang aturan yang
membuat perbedaan pendapat antara WP
dan fiskus. Hal ini menimbulkan kesan
yang negatif terhadap pemeriksaan.
Ketakutan akan diperiksa dan dikenai
sanksi ini membuat WP lebih cenderung
menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini
sesuai dengan pendapat Hite (1987) dan
Dubin (1990), bahwa penggunaan jasa
konsultan pajak akan semakin meningkat
jika terdapat kenaikan tingkat pemeriksaan
yang dilakukan oleh pemerintah (fiskus).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka
kepatuhan WP yang menjadi Klien
konsultan pajak diduga lebih tinggi
daripada yang bukan Kklien karena WP
memiliki tempat untuk bertanya dan
berdiskusi jika tidak mengerti tentang
aturan perpajakan. Faktor yang
mempengaruhi kepatuhan, yaitu
pengetahuan, penyuluhan, kualitas
pelayanan, dan pemeriksaan juga diduga
berbeda antara kedua kelompok WP
tersebut karena WP mencari konsultan
pajak memang untuk mengatasi masalah
psikologis dan rasa enggan jika harus
berhadapan dengan pegawai pajak ataupun
mengurus kewajiban perpajakan ke kantor
pajak.



Dengan demikian, kerangka
konseptual penelitian ini dapat
digambarkan sebagai berikut :

Kepatuhan WP
Pengetahuan WP

Persepsi penyuluhan
Persepsi kualitas pelayanan
Persepsi pemeriksaan

— T

WP Badan berbeda WP Badan
menjadi klien bukan klien

konsultan pajak konsultan pajak

WP Badan yang mengurus sendiri
pajaknya

Gambar 1. Kerangka Konseptual

2.9 Hipotesis Penelitian

Terdapat perbedaan tingkat
kepatuhan, pengetahuan WP, persepsi
penyuluhan, persepsi kualitas pelayanan,
dan persepsi pemeriksaan antara WP yang
menjadi klien konsultan pajak dan WP
yang mengurus sendiri pajaknya.

3. Metode Penelitian
3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian
komparatif, karena mencoba
membandingkan keberadaan satu variabel
dengan 2 sampel yang berbeda (Sugiyono,
2004:11). Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis perbedaan kepatuhan dan
faktor-faktor yang  mempengaruhinya
(pengetahuan pajak, penyuluhan, kualitas
pelayanan, dan pemeriksaan) antara WP
menjadi klien konsultan pajak dengan WP
bukan klien konsultan pajak.

3.2 Populasi, Sampel, dan Responden
Populasi dalam penelitian ini adalah
selurun WP Badan di Kota Padang yang
terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Padang per tanggal 31 Desember
2011 yaitu 16.994 WP. Metode pemilihan
sampel yang digunakan adalah purposive
sampling method, yaitu WP Badan yang
menyampaikan SPT Tahunan untuk Tahun
Pajak 2011 karena dianggap sebagai WP
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patuh dan didapatkan data sebanyak 3.482
WP. Dengan menggunakan rumus Slovin
dengan error 5% didapat 360 WP.
Pencarian WP di lapangan menggunakan
convinience sampling sehingga diperoleh
155 WP yang mengurus sendiri dan 209
WP yang merupakan klien konsultan
pajak.

Responden dalam penelitian ini
adalah direktur (atau kuasanya) dari WP
Badan, yang biasanya  sekaligus
merupakan orang yang menandatangani
SPT. Alasan pemilihan responden tersebut
karena orang yang menandatangani SPT
adalah orang yang mempunyai kewajiban
menyampaikan SPT, mempunyai tanggung
jawab terhadap kebenaran SPT vyang
disampaikan, dan mempunyai kewenangan
untuk mengambil keputusan menggunakan
jasa konsultan pajak atau tidak. Penelitian
ini dilakukan pada tahun 2012.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data
penelitian adalah kuisioner tertutup yang
diukur dengan skala likert. Pertanyaan
tentang kepatuhan WP dikembangkan dari
riset Nurmantu dalam Abdul (2009) dan
Herlina  (2011). Pertanyaan tentang
pengetahuan WP dikembangkan dari Siti
(2011) dan Herlina (2011). Pertanyaan
tentang penyuluhan perpajakan
dikembangkan dari Vivien (2005), Adi
(2005), dan Rika (2007). Pertanyaan
tentang kualitas pelayanan dikembangkan
dari Valerie (2000) dalam Rika (2007).
Pertanyaan tentang Pemeriksaan Pajak
dikembangkan dari Tulus (2007) dan
Herlina (2011)

3.4 Teknik Analisis Data

Sebelum melakukan pengujian
hipotesis, akan peneliti melakukan terlebih
dahulu uji validitas dan realibilitas serta uji
asumsi klasik. Pengujian hipotesis dalam
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
independent  sample  t-test.  Kiriteria
pengujiannya adalah jika thiwng > tuabel; -

thitung< -ltaber atau o < 0.05, maka Ha
diterima dan Ho ditolak. Sedangkan jika



thitung< travel; -thitng™ -Ttaber atau a > 0,05
maka Ha ditolak dan Ho diterima

4. Hasil Analisis Data Dan Pembahasan
Berdasarkan hasil olahan data
terlampir, pembahasan untuk masing-
masing hipotesis adalah sebagai berikut:
4.1 Terdapat perbedaan kepatuhan
antara klien konsultan pajak dan
bukan klien
Berdasarkan hasil uji t pada lampiran
terlihat bahwa perbedaan kepatuhan antara
kedua kelompok WP tersebut adalah
signifikan (o = 0.045) dengan rata-rata
(mean) kepatuhan WP  klien konsultan
pajak (3.29) terbukti lebih tinggi daripada
rata-rata (mean) kepatuhan WP yang
mengurus sendiri pajaknya (3.13). Hasil ini
menunjukkan bahwa WP yang menjadi
klien konsultan pajak lebih patuh daripada
yang WP bukan klien konsultan pajak
karena mereka mencari konsultan pajak
karena mereka ingin memenuhi kewajiban
perpajakan.

4.2 Terdapat perbedaan pengetahuan
pajak antara klien konsultan pajak
dan bukan klien

Berdasarkan hasil uji t pada lampiran

terlihat bahwa perbedaan pengetahuan pajak
antara kedua kelompok WP tersebut adalah
signifikan (o = 0.004) dengan rata-rata
(mean) pengetahuan pajak WP Klien
konsultan pajak (3.75) terbukti lebih tinggi
daripada rata-rata (mean) pengetahuan
pajak WP yang mengurus sendiri pajaknya
(3.62). Hasil ini menunjukkan bahwaWP
yang jadi klien konsultan pajak memiliki
pengetahuan tentang pajak yang lebih baik
daripada WP yang bukan klien konsultan
pajak. Hal ini mungkin disebabkan karena
mereka bisa diskusi tentang aturan pajak
dengan konsultan pajak.

4.3 Terdapat perbedaan persepsi
penyuluhan antara klien konsultan
pajak dan bukan klien

Berdasarkan hasil uji t pada lampiran
terlihat  bahwa  perbedaan  persepsi
penyulunan antara kedua kelompok WP
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tersebut adalah signifikan (o = 0.001) dengan
rata-rata (mean) persepsi penyuluhan WP
Klien konsultan pajak (3.51) terbukti lebih
tinggi daripada rata-rata (mean) persepsi
penyuluhan WP yang mengurus sendiri
pajaknya (3.28). Hasil ini menunjukkan
bahwa persepsi WP yang menjadi klien
konsultan pajak tentang penyuluhan pajak
yangdiadakan oleh kantor pajak lebih baik
dari WP vyang tidak menjadi Klien
konsultan pajak. Hal ini  mungkin
disebabkan mereka menganggap kantor
pajak sudah cukup melakukan penyuluhan,
namun tetap saja mereka lebih nyaman jika
menggunakan konsultan pajak.

4.4 Terdapat  perbedaan persepsi
kualitas pelayanan antara Kklien
konsultan pajak dan bukan klien

Berdasarkan hasil uji t pada lampiran
terlihat bahwa perbedaan persepsi kualitas
pelayanan antara kedua kelompok WP
tersebut adalah signifikan (a = 0.000) dengan
rata-rata (mean) persepsi kualitas pelayanan

WP Kklien konsultan pajak (3.73) terbukti

lebih tinggi daripada rata-rata (mean)

persepsi  kualitas pelayanan WP yang
mengurus sendiri pajaknya (3.24). Hasil ini
menunjukkan bahwa persepsi WP yang
menjadi klien konsultan pajak tentang
kualitas pelayanan yang diadakan oleh
kantor pajak lebih baik daripada yang WP
yang bukan menjadi klien konsultan pajak.

Hal ini mungkin disebabkan mereka

menganggap kantor pajak sudah baik

dalam memberikan pelayanan.

45 Terdapat perbedaan persepsi
pemeriksaan antara klien konsultan
pajak dan bukan klien

Berdasarkan hasil uji t pada lampiran
terlihat  bahwa  perbedaan  persepsi
pemeriksaan antara kedua kelompok WP

tersebut adalah tidak signifikan (a0 = 0.113),

tetapi rata-rata (mean) persepsi pemeriksaan

WP yang menjadi Kklien konsultan pajak

(3.64) terbukti lebih tinggi daripada rata-

rata (mean) persepsi pemeriksaan WP yang

bukan klien konsultan pajak (3.55). Hasil
ini menunjukkan bahwa WP menjadi klien



konsultan pajak dan WP yang bukan
menjadi klien konsultan pajak memiliki
persamaan persepsi tentang pemeriksaan.
Kedua  kelompok ini  sama-sama
menganggap bahwa pemeriksaan adalah
sesuatu yang ditakuti dan sebisa mungkin
dihindari.

4.6 Pembahasan

Dari hasil pengujian hipotesis di atas
terlihat bahwa konsultan pajak memegang
peranan penting untuk meningkatkan
kepatuhan WP mengenai pengetahuan
pajak serta persepsi mereka tentang kantor
pajak. Walau bagaimanapun ada perasaan
tidak nyaman pada WP jika harus
berurusan sendiri dengan kantor pajak,
sehingga beberapa WP cenderung mencari
pihak ketiga yang bisa membantu
menjembatani urusan mereka ke kantor
pajak.

Faktor psikologis menyebabkan WP
lebih memilih menggunakan jasa konsultan
pajak  untuk  mengurus  kewajiban
perpajakannya. Menurut Block (2008)
dalam Thomas (2012:13), faktor psikologis
yang mendorong WP gunakan jasa
konsultan pajak adalah: (1) tidak
mengetahui beban yang dapat dikurangkan
(52%); (2) kesalahan menghitung (24%);
(3) diperiksa oleh kantor pajak (17%); dan
(4) menyusun dan melapor tepat waktu
(7%).

Alasan lain yang mendorong WP
menggunakan jasa konsultan pajak
berkaitan dengan trade-off antara biaya
dan manfaat. Walaupun dibutuhkan biaya
yang lebih besar, penggunaan jasa
konsultan pajak memberikan lebih banyak
keuntungan  dibandingkan jika WP
menghitung dan mengisi sendiri Surat
Pemberitahuan (SPT) mereka.

Banyak jasa yang diberikan oleh
konsultan pajak (Fidel, 2010:124) antara
lain jasa konsultasi perpajakan, jasa
pengurusan, jasa  perwakilan, jasa
mendampingi dan membela klien dalam
rangka penyidikan dan pengadilan pajak,
serta jasa hukum dan jasa lainnya yang
masih dalam ruang lingkup bidang

Jurnal WRA, Vol 2, No 1, April 2014

perpajakan. Selain jasa-jasa di atas,
konsultan pajak juga membantu WP
melaksanakan manajemen  perpajakan,
sehingga WP bisa membayar pajak
serendah mungkin tanpa melanggar aturan
perpajakan (Thomas, 2012:5).

Walaupun terdapat pendapat yang
menyatakan bahwa penggunaan jasa
konsultan pajak melanggar pelaksanaan
sistem self-assessment, namun semakin
menjamurnya kantor konsultan pajak di
Indonesia saat ini menunjukkan bahwa WP
cenderung lebih memilih menggunakan
konsultan pajak karena dirasa lebih
memberikan keuntungan, memberikan rasa
aman, serta mengurangi kekhawatiran.

5. Kesimpulan Dan Saran
5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari
penelitan ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan kepatuhan,
pengetahuan pajak, persepsi
penyuluhan, dan persepsi kualitas
pelayanan antara WP yang merupakan
klien konsultan pajak dan yang bukan
Klien.

2. Tidak terdapat perbedaan persepsi
pemeriksaan  antara WP  yang
merupakan Kklien konsultan pajak dan
bukan Klien

5.2 Saran

Saran untuk penelitian berikutnya
adalah kantor pajak harus membangun
sinergi dengan konsultan pajak untuk
meningkatkan kepatuhan WP.
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